SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menumbang :© a. bahwa untuk mewujudkan ficksibalitas Badan Layanan
Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat dalam
memberikan layanan, diperlukan tarif layanan untuk
mengakomodas:  kebutuhan  pelanggan dengan
mempertimbangkan aspek kontinwitas, pengembangan
layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas
keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang schat;

b. bahwa Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Papua
Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Tanf
Layanan Badan Layanan Umum Dacrah Pada Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Papua Barat schagmmana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi
Papua Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penctapan
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Tard Layaran Badan layanan Umum Dacrab Pada
Badan Peogrmbengan Sumber Daya Manusa Deerad
Provios Papus Barat, sudah Ddak sesan dengan
kebutuhan dan perkembangan hukum  saat @,
setungga periu dsubah,

£ bahwa  berdasarkan perumbangan sebagaumana
dusnaksud dalam huruf a dan bunsd b, perfu menetapican
Prraturan Gubernur tentang Perubaban Kedua Atas
Peraturan Gubernur Papua Barat Nogoe 27 Tahun 2019
Tentang Peoetapan Tand Layanan Badan Layanan
Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Dacrab Provins: Papua Barat:

Mengngat 1 Pasal 18 ayur () Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesis Tabun 1945,

2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Inan Jaya Tengah, Provins: Inan
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mamika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negarn Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 173,
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indoniesia Nomor
A894) schagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Inan Jaya Tengah, Provinsi [nan
Jaya Barat, Kabupaten Panisi, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jays Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3960},

3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonessa Nomor 4151)
schagauimana  telah dmubah  beberapa  kali  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Awas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagl Prowinsi
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b)

Papua (Lembaran Negara Republik Indonessa Tahun
2021 Romor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 64697),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonessn Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negira Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonessa Nomor 6736);
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonessa Tahun 2011
Nomor B2, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ) scbagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 wentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor 5587)
schagnimana telah bebernpa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penctapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tuhun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indones:an Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Repubdik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pengeloloan Keuangan  Badan Lavanan Umum
(Lembaran Negara Republik [Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4502} sebagalmana telah  diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenintah Nomor
23 Tohun 2005 tentang Pengeloloan Kevangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negarn Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Doernh  (Lembaran  Negora
Republik Indonesin Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor 6322);
Peraturan Pemerintals Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Decrah Dan Retribusi Dacrah
(Lembaran Negoara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tombahan lLembaran Negarn Republik
Indonesia Nomor GBE1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Decrah (Bernita
Negnra Republik Indonesin Tahun 2015 Nomor 2036)
schbagnimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Dacrah (Beritan Negarn Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah
[(Berita Negaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

5

14 Peraturan Gubemur Papua Barat No. 27 Tahun 2019
tentang Penetapan Tanf Loyanan Badan Layanan
Umum Daerah Pada Badun Pengembangan Sumber
Daya Manusia Doerah Provinsi Papua Bamat (Berita
Dacrah Provins Papus Barat Tahun 2019 Nomor 27)

15 Peraturan Gubernus Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provins
Papua Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan
Taril Layanan Badan Layanan Umum Deerah Pada
Badan Pengembangan Sumber Days Manusia Daerah
Provinsl Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua
Barar Tahun 2022 Nosnor 5);

MEMUTUSKAN

Menctupkan @ PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA
BARAT NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINS!I PAPUA BARAT.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Persturan Gubernur Papua Barat Nomor 27 Tahun
2019 tentang Penetapan Tanf Laynnan Badan Layvanan Umum Dacrah Pada
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dacrah Provinsi Papua Barat
(Berita Dacrah Provinst Papua Barat Tahun 2019 Nomor 27) scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun
2019 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Dacrah Pada
Badan Pengembangan Sumber Dava Manusia Daerah Provinsi Papua Barat
(Berita Dacrah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 5) diubah, schinggn
berbuny sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (2) Pusal 2 diubah sehingga berbunyl sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Obyek Tan{ Layanan Penyclenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
dipungut bsaya scbagai pembayaran imbalan atas barang dan/atau
jasa layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD.
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(2)  Jenis Layanan Penyelenggnraan Pendidiknn dan Pelatihan melipun:
a  Pendidikan dan Pelanhan Anggota Dewun Perwakilan Rakyn!

Daoerah Kabupaten / Kota,

Pendidikan dan Pelatthan Kepemumpinan Tingkat 11;

Pendidikan dan Pelathan Kepemimpenan Tinghat 11;

Pendidikan dan Pelatthan Kepemimpinan Tingiat [V,

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawain Neger: Sipil;

Pelatihan Dasar Calon Pegawal Negen Sipil,

Pendudakan dan Pelatihan Teknis,

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional,

Bimbsngan Teknis Pengembangan Sumber Dayn Manusia, dan

j. pelayanan penyewaan peralaton explorsd,

- N & n T

¥ N

Dinntarn Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A
schingga berbunyi sebagai berkut
Pasal 3A

{1} Pendapatan yang berasal dari tanf layanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampal dengan huruf | merupakan
pendapatan BLUD yang dicatstkan pada jenis lain-lain pendapatan
dacmah yang sah dengan objek pendapatan BLUD.

{2) Pendapatan atas Objek penyewaan peralatan cksplorasi sebagnimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j dicatatkan sebagu
pendapatan retribusi dacrah.

13) Pemanfaatan dan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2] disctorkan ke rekening kas BLUD dan dapat
langsung dapat langsung di gunakan untuk mendanai pelayanan
sesual dengan rencana bisnis anggaran BLUD,

Ketentuan Pasal 7 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Struktur tanf{ digolongkan berdasarkan  jenis  Layanan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatthan,

(2) Struktur dan besamya tanf Layanan Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatthan di BLUD ditetapkan scbagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 27

Tahun 2019 tentang Penetapan Tanf Layanan Badan Layanan Umum
Dacrah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dacrah
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Provins Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019
Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Papua
Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Provins Papua Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Tan!
Layanan Badan Layanan Umum Dacrah Pada Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 5) diubah, schingga menjadi
schagumana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang

Ldak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ind

Pasal 1l
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar scuap omng mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan
Gubemur i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinst Provinsd
Papua Bamt

Ditetapkan di Manokwan
pada tanggal 17 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwan

pada tanggal 17 Juni 2024

P). SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD
YACOB S FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan yang sah sesuni aslinya,
Pit. Kepa iro Hukum

Dorsinta R. L. Hutabagat, S.H,, M.M.
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBRERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 27
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINS! PAPUA BARAT

PERUBAHAN TARIF LAYANAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

No. ]

1. | Pelatihan Kepemimpinan Administrator
a

— -

b,
C.

d.

BADAN PENOEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

PROVINSI PAPUA BARAT

Uraian

Biayn Keterangan
(Rupiah)

Metode Klamkal 40 omng/
Relas
Metode Kalsikal 30 orang/
helas
Metode Blanded 40 orang/
Relas
Metode Blanded 30 orang/

30.876.300,00 Per peserta
35.253.400,00 Per peserta
22.14397500!  Per peserta
25.536.700,00 Per peserta

Relas

2. | Pelatthan Repemimpanan Pengawas

.

Metode Klasikal 40 orang/
Kelas

29.925.300,00 Per peserta

Relas

b. Mectode Kalskal 30 orang/ 34.029.100,00 Per peserta
Relas

¢. Metode Blanded 40 omng/ 20.229.100,00 Per peserta
Kelos

d. Metode Blanded 30 orang/ 23.719.500,00 Per peserta

3. | Pelanhan Dasar CPNS

Metode Klasikal 40 orang/
Kelas

13.087.300,00 ] Per peserta

Relas

b. Mectode Kalsikal 30 orang/ 15.736.350,00 Per peserta
Kelas

¢. Mectode Blanded 40 orang/ 9.985.800,00 Per peserta
Kelas

d. Mctode Blanded 30 orang/ 11.846.100,00 Per peserta

4. | Pelatihan Kepemimpinan Nasional

Dilaksanakan pada Asrama
BPSDM 60 orang/Kelas

45.324.125,00|  Per peserta

b.

Dilaksanakan pada Asrama
BPSDM 40 orang/Kelas

54.950.875,00 Per peserta
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Nelekw  Menpkut  Pelatihan
| K pemianganan
[iklat Fragatmtan CINS K1 dan
W2
LY Tekoin Dan Fungmaonas!
Opseitant DPID Kabpsten | Kota

t [nkdat K pmanongprejanr

Inklat Btandar Uy Kmupruuu/’

| Bertfian
Dkt TOC /MY
Cinklat Felayanan Putdik Berbasis
Flehtiunik
Dnklat Opsentasi PIK
Hantek Peogembangan SDM
Wonkahop Fasslitaton
Ujan Sertifikast 118) Level |
| %0 crung/ Angkatan)
F Pelatitian 198 Level |
(40 ormng/ Angeatian)
Paket Pelatahan ML) Level | dan
Ugians Sertifebast L) Level- )
(40 vrany/ Angkatan)
Aula
Huang Kelas
Astuims (A)
w1 Oreng/ Kemar
b 2 Oreng/ Kainar
¢ 3 Ovang/ Kimmar
d. A Orang/ Kumar
Astama (13)
a ) Ovang/ Kamaor
b 2 Ovang/ Kemmas
Newa Laboratorium Komputer

(st House
Hunng Makan
Dapur

LCD/OHP/ Infokus
Soearud System
Kuras

Meja

Cherinet

Salinan yung sah sesual oslinys,

Dorsinta B, L, Huta

Pembina Tingh
NIP, 19660705 99201 2002

:

| OO0 00,00 | Per pescria
; B Ty
B2 000 0 Per peserta
A1 A50,00]  Per peserta |
19 17RAR500 |  Per peserta
B OO0 000001  Per peserta |
3900 0001 Per peserta
4 100 000,00 | Per peserta |
ARLTARLO0 Per peserta
¥ 000 000,001 "!'fpsszz.‘__{
6 50000000 | Per peserta
| 500 000,001 Per peserts |
2275 280 .00 Per peserta
1325 298,00 | Per peseria
4245518001 Per peserta |
3.000.000,00 | Per hari
500 000,00 Per_harj
75 000,00 Per har)
125 000,00 Per han
150.000,00 Per han
175.000,00 Perhes)
200, 000,00 Per han
__250.000,00 Per hari
5.000.000,00 | Paket (Per
200.000,00 | Per Orang/Hari
~ 250.000,00 |  Kamar/Hari
1.000,000,00 Per Hari
~ 500.000,00 Per Han
250.000,00 Per Han
! .?@:900:00 Per Han
___10.000,00 Per Han
25 000,00 Per Hart
__600.000,00 Per Hani

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALl BAHAM TEMONGMERE
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